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ABSTRAK 

 

Sengketa Laut China Selatan merupakan konflik yang sangat kompleks dan 

menjadi perhatian bagi dunia internasional. Putusan PCA tahun 2016 sudah 

memberikan pernyataan terhadap China bahwa klaimnya melalui Nine-Dash Line 

tidak memiliki dasar hukum internasional.Namun putusan tersebut ditolak oleh 

China dan terus mempertahankan klaimnya dengan tetap melakukan aktivitas 

militerisasi dan eksplorasi sda di wilayah LCS. Tindakan yang dilakukan China 

memberikan bukti adanya implikasi ketidakpatuhan China terhadap hukum 

internasional . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap China terhadap 

hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan Permanent Court Of 

Arbitration (PCA) dengan metode penelitian metode penelitian normatif dengan 

memanfaatkan data sekunder atau data kepustakan. . Penolakan China juga timbul 

dari beberapa faktor yaitu, kekuatan militer yang dominan, lemahnya penegakan 

hukum internasional, dan juga didukung dengan pandangan neo-realisme. PCA 

juga bisa dilaksanakan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang 

bersengketa atau yang bisa disebtu Principle of Concent. Hal ini kembali lagi 

kepada para pihak untuk memiliki itikad baik dari negara yang bersengketa.. 

Putusan PCA tentu bersifat final and binding bagi para pihak, namun yang menjadi 

kelemahan adalah bahwa PCA tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam 

menjalankan putusannya, dalam hal ini kembali lagi kepada para pihak untuk 

memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusannya.Saran dari hasil penelitian ini 

adalah dengan memperkuat mekanime penegakan hukum internasional, melibatkan 

peran organisasi internasional, serta adanya kesetaraan dalam penegakan hukum. 

 

Kata Kunci : Ketidakpatuhan China, Laut China Selatan, UNCLOS 1982, 

Permanent Cout of Arbitration (PCA)  
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ABSTRACT  

 

 

The South China Sea dispute is a very complex conflict and a concern for the 

international community. The 2016 PCA verdict has given a statement to China that 

its claim through the Nine-Dash Line has no basis in international law. However, 

the verdict was rejected by China and continued to maintain its claim by continuing 

to carry out militarization activities and exploration of natural resources in the LCS 

region. China's actions provide evidence of the implications of China's non-

compliance with international law. This study aims to determine China's attitude 

towards international law after the issuance of the Permanent Court Of Arbitration 

(PCA) decision with the research method of normative research method by utilizing 

secondary data or library data. . China's rejection also arises from several factors, 

namely, dominant military power, weak enforcement of international law, and is 

also supported by the view of neo-realism. PCA can also be implemented if there is 

an agreement from both parties to the dispute or what can be called the Principle 

of Concent. This goes back to the parties to have good faith from the disputing state. 

The PCA's decision is certainly final and binding for the parties, but the weakness 

is that the PCA does not have strong authority in carrying out its decisions, in this 

case it returns to the parties to have good faith in carrying out their decisions. 

Suggestions from the results of this study are to strengthen international law 

enforcement mechanisms, involve the role of international organizations, and 

equality in law enforcement. 

 

Translated with DeepL.com (free version)Keywords: China's Non-Compliance, 

South China Sea, UNCLOS 1982, Permanent Court of Arbitration (PCA) 
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